Menimbang

WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG

PEDOMAN RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN
DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik,

bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di
lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, diperlukan
komitmen pelaksanaan budaya integritas secara konsisten

dan berkelanjutan;

. bahwa dalam rangka meningkatkan integritas dan

penguatan sistem pengendalian intern di lingkungan
Pemerintah Kota Balikpapan diperlukan tindakan atas

kecurangan yang berindikasi pada tindak pidana korupsi;

. bahwa pengendalian atas tindakan kecurangan dalam

pengelolaan keuangan daerah memerlukan landasan
hukum sebagai kebijakan yang menjadi pedoman dalam
penyelenggaraannya agar sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Rencana
Pengendalian Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan
Daerah;
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Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara R;epublik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomer 27 Tahun 1959 tentang Penetaiagn
Undang-gndang 'Da}urat No. 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat 1 di
Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomoi* 72,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagalmana
telah_ beberapa kali diubah terakhir dengan - Undang—
Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat Il Tapin dan
Derah ’fingkat I Tabalong dengan Menéubail Undang—
Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan
Daerah Tinél&at 1 di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun
1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran -Negara Nomor

'2756),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali -diubah terakhir dengan ﬁndang—Undang
Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana
iLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor
1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
7153); - ~
Peraturan —Pemermtéh“Nomor E’)O Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lehﬁaré.n Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
Peraturan Peﬁaéﬁn’tah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Repubhk Indonesia Nomor 6322); B

Peraturan Wali Kota Ballkpapan Nomor 20 Tahun 2010
tentaﬂgw TPéﬁiélenggaragn Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Ba]ikpaparf
(Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2010 Nomof 20);
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' Menietaplan~ : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN RENCANA _ -
- " PENGENDALIAN KECURANGAN DALAM PENGELOLAAN

- KEUANGAN DAERAH. - .

BAB1I ] - )

N " KETENTUAN UMUM - - -

- T Pasal 1 - e "

Dalam Peraturan Wah Kota ini yang dimaksud dengan: . -

T 1. © Daerah adalah Kota Balikpapan. - N
= 2h Wah Kota adalah Wali Kota Balikpapan. - -

=N Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur —péqye1§nggara ‘

~- 7- pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan -

T - ‘yang menjadl kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.

4. -Perangkat Daerah _adalah perangkat daerah- di lingkuingan Pemenntah—v
~ - Daerah. B} — - B} -

- 5. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kota Balikpapan. ’ - ~

- _ 6. Aparatur Slpﬂ Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bag1 ~

pegawa1 negeri sipil dan pegawai pemenntah dengan perjanjian kelja yang

bekerja pada. Pemerintah Daerah. - -

- :W, 7 Penyelenggara Negara di Daerah adalah ASN dan pegawa1 lainnya yang
beker_ia pada Pemerintah Daerah badan usaha milik Daerah, badan

T i layanan umum Daerah serta p]hak yang menerima dan/atau mengelola

- = uang dari Pemerintah Daerah.
T gf Kecurangan -adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan

_ — -tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan kerugian

- dengan cara mempu memperdaya, atan cara lainnya yang melanggar
- ketentuan peraturan perundang—undangan

- 9. Korup31 adalah tindak p1dana sebagalmana dm'laksud dalam ketentuan -

- = = peraturan perundang—undangan yang mengatur tentang tindak p1dana -~

- 7 korupsi. -- -

-— 10. -Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar- -
_ - - penyelenggara negara/ Daerah atau antara penyelenggara negara/ daerah
W " dan -pihak lain “yang meruglkan orang lain, masyarakat dan atau -
- - - Tnegaraf Daerah. - -
_ 11. Nepotisme adalah setiap perBuaEén penyelenggara negara/Daerah secafé
R - melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan/ atau

kronlnya diatas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
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12 Pengendahan Kecurangan adalah proses yang dldesam dan diselenggarakan

__ secara spesifik untuk mencegah, mendetek31 dan merespon risiko dan

kejadlan Kecurangan yang berindikasi sebagai tindak pidana Korupsi.-
- 13 Pencegahan adalah keseluruhan upaya, cara, dan metode dalam mengelola
_  _ . _ sumber daya organ1sas1 dengan tujuan untuk menghalangl terwujudnya

- - .atau timbulnya faktor risiko, dan penyebab risiko Kecurangan.

- (*1‘4 ~ Deteksi adalah keseluruhan upaya,  cara,” dan metode dalam -mengelola

-~ "= . sumber daya organisasi dengan tujuan untuk mengidentifikasi, menemukan

serta menentukan keberadaan dan keJadlan Kecurangan/red flags.

~ 15 ~Respon adalah keselurphan_dupaya, cara, dan metode dalam mengelola

© _  sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menurunkan tingkat

T - kemur—fgkinan kejadian dan/atau menurunkan tingkat' dampak kejadian

.- Kecurangan yang akan, sedang atau telah terjadi.

~ 16+ Edukatif adalah upaya pencegahan yang fokus pada pefﬁngkatan keéade;ran

- risiko Kecurangan serta pengembangan sikap dan perilaku antl Kecurangan

- - melalui upaya pendidikan, pelatihan dan pembelajaran.

"17. Preventif adalah kegiatan pencegahan antisipatif yang sﬁam)_ra mendahului

~ _.sebelum timbul faktor n31ko, sumber risiko dan penyebab risiko

Kecurangan -

"18 Penangkalan adalah upaya pencegahan yang dilakukan “saat- berlangsung

- dan penjagaan yang efektif.
V 19. Penggentaran atau Deterensi adalail upaya pencegahan yang sifatnya
meningkatkan kemungkinan suatu Kecurangan terdeteksi dengan cepat dan
- - —»pelak;l diancam untuk ditindak dengan keras dan tegas sehingga
- -7 memmbulkan rasa takut untuk berbuat

20" Satuan Tugas Pengendahan Kecurangan adalah satuan tugas yang dlbentuk -

- - untuk melakukan pengelolaan strategi Pengendahan Kecurangan yang

‘aksi berbuat Kecurangan yang teridentifikasi me1a1u1 upaya pengamanan ~

- dnmplementas1kan oleh Pemenntah Daerah. -

_21.. Risiko. Kecurangan adalah kemungklnan tex:]admya Kecurangan dan

- dampak potensial jika terjadi.

- 22. -Inspeksi Mendadak adalah-instrumen pengawasan faktual, Preventif, dan -

— responsif untuk memotret kondisi nyata tanpa rekayasa guna memastikan
S kepatuhan aparatur, ~ mencegah penyimp’an;ga{n, serta menjamin

i - penyelenggaraan pelayanan pubhk yang : akuntabel -
23 Probity Audit adalah mstrumen pengawasan mdependen dan real time untuk

- menjamm mtegntas, keadilan, dan transparansi suatu proses pengadaan

- - barang/jasa guna mencegah benturan kepentingan serta Kecurangan sejak
= tahap awal. - o - -
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24. ‘R%viu Pengadaan Barang dar Jasa adalah instrumen penjamjﬁ:an kualitas -
o _ (quality _assurance) untuk memastikan bahwa s"elurﬁh’ tahaﬁgn p<roses -~
- péngadaan telah mematuhi pnn31p efisiensi, efektnntas, transparan31 dan
o ketentuan peraturan perundang—undangan guna mem1t1gas1 -risiko -—

penylmpangan o= - T - - - R = .

- 25. Audit Investlgatlf/Audit Khusus™ adalah instrumen pengawasan mendalam: =~ ~
- untuk mencari dan mengumpulkan bukti terka1t mdlka31 penylmpangan - —

S Kecurangan (fraud), atau keruglan keuangan Daerah guna menjadr

. hukum - - - _

—_— ~ -

26 Asset Recovery/ Pemulihan Aset adalah Iangkah strategls untuk menelusuri,
- - - menyelamatkan, dan mengembalikan kekaysgan Daerap yang hilang atau - . -

o~ - - - - -

oo diselewengkan guna memulihkan kerugian keuangan Pemerintah Daerah- -~ -~

secara optimal. B

- ’ 27 Reﬁ'ammg Budaya adalah langkah strategls untuk mengubah paradlgma, -
o - -pola _pikir, dan perilaku aparatur pemerintah agar lebih- adaptlf -

= " berintegritas, serta beronentas1 pada pelayanan prima guna mewujudkan —-

~ - reformas1 blrokras1 yang berkelanjutan. - -

I s T - - " .. Pasal2 - - -
. - - (1) Peraturan Wali Kota ini dlmaksudkan sebagai panduan bagl Penyelenggara

T fNegara di Daerah dalam Pengendahan Kecurangan yang benndlka81 tmdak S
- plda:na Korupsi di hngkungan Pemerintah Daerah. —— .

- -

T {2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk - j - -

S -a. menmgkatkan pengetahuan dan pemahaman Penyelenggara Negara d1 -
~ . Daerah tentang Kecurangan, ) -
- b meningkatkan kepatuhan Penyelenggara Negara di Daerah terhadap -

- - _ketentuan larangan melakukan Kecurangan;
- -C. menmptakan hngkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan -
— e - 'akuntabel di lmgkungan Pemerintah Daerah; ~ -

— 7 - Ad. membangun_mtegntas Penyelenggara Negara di Daerah yang bersih dan ~~ "~ -

- i-- ) bebas dari- Kerup81 Kolu31 dan Nepotlsme, o - - - ’;

e memngkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan

- ~-— - pelayanan publik Pemerintah Daerah; dan _ - T

- f. mewu_]udkan pemermtahan yang bersih, akuntabel, dan pelayanan T -

ST T pubhkyang pnma T - , - } -
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Pemerlntah Daerah menerapkan Pengendalian Kecurangan sebaga1 upaya -_
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 BABTI

- Pasal 3

untuk t1dak mentoleran31 Kecurangan. - ~

'STRATEGI PENGENDALIAN KECURANGAN - -

Pengendalian Kecurangan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dldesam

dan_ d1selenggarakan untuk memperkuat

pengendahan intern.

“dan melengkapi

s1stem

Pengendahan Kecurangan sebagaimana dlmaksud pada_ ayat - (1)

dumplementa31kan oleh Penyelenggara Negara di Daerah.

Strategi yang diterapkan dalam mengendalikan Kécurangan sebagaimana

' Pasal 4 -

dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

a.

b. -

C.

Pencegahan; - — — .
Deteksi; dan - o R

Respon. o -

Strategi Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1“) _huruf a,

- &

B)

(4)

a.

_b.

C.

d.”

Toes

pengenaan hukuman disiplin; = _-

- Reframing Budaya; dan

pengawasan intern berbasis risiko.

_ Asset Recovery/Pe?nuIihar; Aset;

pelaﬁoran kepada instansi yang berwenang.

berbentuk: ‘ ) -
Edukatif; B

b.  Preventif; - - B _ i

c Peﬁaggka}an;dap - ; [

d : Penggentaran atau Deterensi. ;

Strategl Deteks1 sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) huruf b, berbentuk:

‘a. Inspeksi Mendadak; _

b. Probity Audit; T _

c. Reviu Pengadaan Barang dan Jasa; - =

d pengawasan berkelargutan dan pemantauan berkelanjutan/ contmuous
audltmg and continuous monitoring (CACM]); dan F

e

_Strategi Respon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufc, berbentuk: - -
_Audit Investigatif/ Audit Khusus;
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,, - Pasal 5
~(:l) _Strategi Pengendalian Kecurangan sebagaimm;a dimaksud &a’lau"n Pasal 4
- - dijabarkan ke dalam atribut sebagai berikut: ] - -
. @& kebijakan anti Kecurangan; . - -
E struktur anti Kecurangan; . - . )
standar perilaku dan disiplin; T N ) - -

b
c
- a penilaian Risiko Kecurangan; . ..
e: manajemen sumber daya manﬁsia;
f

f. ‘manajemen pihak ketiga; dan
g. sistem whistleblowing dan perlindungan pelapor.

_(2) Penjabaran strategi Pengendahan Kecurangan sebagaimana dimaksud pada
-~ - . ayat (1) tercantum dalam Lamplran yang- merupakan baglan t1dak
-~ = terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. _ -

- 7 - BABII

— - LINGKUNGAN PENGENDALIAN KECURANGAN

~ ‘ . Pasal 6 - )
" _ (1) Lingkungan Pengendalian kecurangan yang kuat merupakan landasan

- ——

utama agar kebijakan Pengendalian Kecurangan dapat berjalan secara -

efektif dan eﬁsnen - B .

-— — (2) ngkungan Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- paling sedikit meliputi:

“a. komitmen jajaran pimpinan;. - ) . ] - .

- b. budaya anti Kecurangan, - . _
c. _kebijakan dan prosedur Pengendalian Kecurangan;
d. pengelola Pengendalian Kecurangan; - - i o

— er penila;iaﬁ Risiko Kecurangan (fraud risk assessment); - -

~ —

f. manajemen pemilihan pihak ketiga dan pemberian- pelayanan publik
- kepada masyarakat; dan

g. sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system). -

-z Pasal 7 R

Kormtmen Jjajaran pimpinan sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 6 ayat (2] huruf

—- -

a berbentuk _ -

- a. sikap dan perilaku yang baik sehingga dapat menjadl contoh dan teladan

~- bagi pegawai ASN di lingkungan kerja;




~ b. —deklarasi anti Kecurangan yang dituangkan secara tertulis dan dmmumkan

{

d. -

o — ———

-

- d1 hngkungan Pemenntah Daerah - -

secara terbuka melalui berbaga1 media yang dlgunakan oleh Pemermtah
Daerah

) plmpman dan seluruh pegawa1 ASN membuat.dan/atau menandatangam

pakta mtegntas atau surat pernyataan tidak melakukan Kecurangan
menyedlakan sumber daya yang dibutuhkan dalam upaya Pengendahan

- Kecurangan baik sumber daya manusia, infrastruktur, ﬁnan31al maupun

kebutuhan lain yang relevan; dan -

melakukan Respon yang tegas atas segala tindakan Kecurangan yang terjadl

- - - Pasal 8 -

Bud;ayéf anti Kecurangan sebagaiinana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf-b ]

" berbentuk: - ) - -

a.

penuangan komitmen an‘u Kecurangan ke dalam visi, misi, Vtujuan sasaran
dan nﬂalfPemenntah Daerah S - -~

- wb kode “etik/ standar perilaku yang secara jelas mendeﬁms:kan kntena

- mengena1 perﬂaku anti Kecurangan ‘dan -

pembenan hukuman d1s1phn dan/atau sanksi sesuaJ dengan Jems

pelanggaran yang dilakukan_ berdasarkan ketentuan peraturan perundang—

undangan. - —

_ - Pasal 9 ; ;A i}

. Kebgakan dan prosedur Pengendahan Kecurangan sebagaimana dimaksud

~ dalam Pasal 6 ayat (2) huruf ¢ berbentuk penyusunan dan penetapan petunjuk

~ tekhis / petunjuk- pelaksanaan /prosedur kegiatan baku Pengendahan Kecurangan

di masmg—masmg Perangkat Daerah. - ) .

(2)

S

Pasal 10

— - (1) Pengelola Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

_ ayat (2) huruf d berbentuk Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan. —

Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan melaksanakan fungsi pemncan;aﬁ
desam 31stem Pengendahan Keeurangan, koordinasi, monitoring dan evalua31

sistem Pengendahan Kecurangan.

Struktur organisasi Satuan Tugas Pengendalian Kecuranga_n sebagalmana
dJmaksud pada ayat (I) terdiri atas: -
a. penanggung jawab: Sekretans Daerah - -

b. "Wakﬂ penanggung jawab. Asisten Administrasi Umum - -
c. ketua: Inspektur Daerah .



d. sekretaris: Inspektur Pembantu Khusus - -

e. anggota terdln atas: B —

1) Kepala Badan Kepegawalan dan Pengembangan Sumber Daya

Manu31a, —

~ - - ——

"2) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah - - -
- - 3) Kepala: Baglan Hukum; -
- 4) Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; dan -

v

" 5)unsur Auditor dan-Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah"

- - Daerah pada Inspektora;: Pembantu Khusus. -
(4) Satuan Tugas Pengenda]iani(ecurangaﬁ sebagaimana dimaksud pada ayi{t

- _ (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota. -

- - - - Pasal 11

(1) Penﬂaia;l Risiko Kecurangan (fraud risk assess;nent) sebagaimana dimaksud<

—~ dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e berjalan bersamaan dengan pengelolaa:n

" risiko pada Pemerifitah Daerah. - - - - -

(ZI Daftar dan peta RlSlkO Kecurangan harus menjadl dasar -untuk

- merencanakan mitigasi risiko secara terukur dan komprehens:f atas

program dan keglatan Pemerintah Daerah.- - -

T . Pasal 12

(1) Pemlhha;n plhak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf

“dalam hal bekerja sama _dengan pemerintahan Daerah harus— melalm

- proses pethhan yang benar dan sesuai dengan- keténtuan peraturan
_perundang-undangan sehmgga terpﬂlh _pihak ket[ga yang menu11k1
kormtmen anti Kecurangan - ~ -

(2) Pembenan pelayanan publik kepada masyarakat ‘sebagaimana dlmaksud

— _ dala.m Pasal 6 ayat (2) huruf f harus dualankan dengan memenuhi kntena

. -palayanan publik yang bersih dan melayani. - - S ;5

- -

(3) Pihak ketiga dan masyarakat penerima layanan publik menjadi mitra utama

- _penerapan kebijakan é'mi’Kecurangan. - -7~ - -

—

~ ¢ — =

—~ - - Pasal 13
=" {I). Sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) sebagalmana
- - dimaksud dalam Pasal -6 ayat (2} huruf g harus mudah diakses - dan

_ digunakan oleh masyarakat -

" (2) -Kebijakan penanganan pengad—uai'i harus memberikan  jaminan

- ~ _  perlindungan bagi pelapor. - - U \
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B PERILAKU ANTI KECURANGAN

. ~ _ - Pasalld . = - o
(1) Penyelenggara Negara di Daerah berkewajiban untuk: -
— - aj bekerja derigan jujur_dag bertang?gﬁng jawab;
i " b. menghindarkan diri dari perbuatan curang;, - -
- _~ C. salmg mengmgatkan untuk tidak berbuat curang; ) 7\ T

' fi men_]un_]ung tinggi mstrtus1 dan menempatkan kepentingan organisasi d1

. atas kepentmgan pnbad1 atau golongan;

e menjauhi. perbuatan yang mendorong/ mengarah pada praktek Kolus1

Korupsi, dan Nepotlsme,

- f. melaporkan- Kecurangan yang didengar, dilihat . atau dlketahulnya
} kepada atasan atau pihak lam yang berwenang; dan _ -

- ~ g~ melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung Jawab dan tidak

- - melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih, baik untuk kepentingan
- -pribadi, keluarga krem maupun kelompok, dan tidak mengharapkan

—

-7~ ) 1mba1an dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan

-~ = ) peraturan perundang—undangan o -

- '(2) Penyelenggara Negara d1 Daerah yang melakukan Kecurangan dlkenal

sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -

- ) _ BAB V-~ o .
T 7 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN -

- - - - ~ Pasal 15 _

(‘") Wah Kota melakukan - pembinaan dan pengawasan Pengendahan

— T Kecurangan - -

= (2) Pembinaan dan pengawasan sebagéimana dimaksud pade;ﬁ ayat (1)

- dilaksanakan oleh Inspektur. ‘

(3) Inspektur melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan kepada Wah Kota
- - palmg Sed‘lklt tiap 1(satu) tahun sekah o

BAB IV T
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16
Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Keputusan Wali Kota
Balikpapan Nomor 188.45-358/2023 tentang Pedoman Rencana Pengendalian
Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 17
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 3 Agustus 2026
WALI KOTA BALIKPAPAN,
Ttd.
RAHMAD MAS’UD

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 3 Agustus 2026
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,
Ttd.
AGUS BUDI PRASETYO

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2026 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALA ngIAN HUKUM,

GERSON MARTHEN LUMANAUW
|




—

-12-

- LAMPIRAN -7 - -
- . ) PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
- - NOMOR"™ 12 TAHUN 2026

- - - . TENTANG -~ ) R

— * . PEDOMAN RENCANA PENGENDALIAN
-7 - - KECURANGAN DALAM PENGELOLAAN _
— B KEUANGAN DAERAH — - .~

- . STRATEGI PENGENDALIAN KECURAQ‘(}AN -

Strateg1 Pengendahan Kecurangan tercerrmn dan struktur, sistem dan kultut
orgamsa31 danxterkandung dalam" berbagai tmdakan dan kebl_]akan peraturan
- pedoman, petun_]uk teksms, petunjuk pelaksanaan panduan, serta prosedur

- keglatan ‘baku dan desam " pengendalian laifinya. Strategi tersebut perlu

dukh’usarkan dalam suatu Rencana Pengendalian Kecurangan atau” qud
Control -Plan (FCP) agar efektivitasnya dapat diukur, dmﬂeu dmngkatkan dan

_~ dievaluasi sehingga terwujud perbaikan yang berkelanjutan. FCP yang e,fektlf

-ipémﬁat strategi Pengendalian Kecuranéan yang mengandung- 10 (sepuluh) -
- atribut FCP yaitu tanda kelengkapan spesifik yang _terdapat dalam aééaiﬁ“da;
penyelengga::aan Pengendahan Kecurangan yang diperlukan untuk mencegah -
mendeteks1 dan merespons tisiko dan kejadian Kecurangan secara efekhf yang
terdm atas - - - o B I
. Kebl_]akanAntl Kecurangan — -
Kebijakan ‘Anti Kecurangan merupakan kerangka regulasi unplementas1 FCP
- di suatu organisasi- yang dltetapkan secara formal oleh pimpinan organisasi.
- Kebgakan anti Kecurangan membenkan ‘kerangka mplementas1 bagi
— orgamsam dalam upaya mengelola Risiko Kecurangan. Dalam konteks FCP,
- kebljakan tersebut mengatur mengena1 ‘apa dan bagaimana kebljakan anti -
- Kecurangan terintegrasi berperan memperkuat pengendalian intern -

- organ1sa31 _agar tercapai- tu_]uan orgamsas1 dan tujuan pembangunan

- nasmnal Kebl_]akan ant1 Kecurangan _]uga mengatur bagaimana sinergi
- antar atribut (FCP). - - - -

_  Kebijakan anti Kecurangan dapat berjalan efektif apabila syarat
~ _fundamental telah terpenuhi, yaitu komitmen pimpinan organisasi untuk
= meﬁgimplementasikannya serta terciptanya budaya «a’nti K;curangan

. 'vorgamsam yang selaras dengan strategi Pengendahan Kecurangan yang

ditetapkan organisasi. - , -

-

Formalitas kebgakan bukan hanya sebagal dokumen untuk men01trakan

kepatuhan_ organisasi melainkan berfungsi sebagai petunjuk tentang
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- ekspektasi dari pemangku kepentingan, pimpinan organisasi dan setiap
anggota organisasi. " i _ -

- 2. Struktur Anti Kecurangan -

- Tata kelola yang jelas dan akuntabel menJadl bagian penting dalam
~ _ pengembangan Pengendahan Kecurangan Tata kelola tersebut terwujud
apabila terdapat struktur. anti Kecurangan yang bertujuan untuk
.meyakinkan bahwa outcome strategi anti Kecurangan dapat tercapai secara
_keberlanjutan. Selain mendemonstrasikan komltmen anti Kecurangan,
— struktur ant1 Kecurangan “juga bertujuan menyelaraskan FCP dengan
tujuan organ1sa31 dan memastlkan FCP sejalan dengan implementasi sistem

.laln dalam organisasi. - .

Struktur anti Kecurangan adalah unit kexja yang memiliki fungsi mengelola

sistem Pengendah;gn Kegurangan, menentukan uraian tugas para pihak

_ ~ — yang ﬁdiperagkan sebagai pe"rganggung jawab, serta mengatur bagaimana

_ - mereka rgelakéahakan tl_lgas’ Pengendalian Kecurangan. Fungsi unit kerja

. ) anti Kecurangan ini adalah melakukan pengelolaan strategi Pengendalian
-~ Kecurangan yang -diimplementasikan oleh organisasi. Unit kerja ini

- ‘;_ : bertugas - .

— = a. membliat desain Pengendalian Kecurangan secara umum;

| ~ “b. memantau implementasi FCP;

= c. melakukv:;.nw reviu atas 31stem yang d1Ja1ankan dan }

_ "a melaporkan klnelja Pengendalian Kecurangan yang telah dlterapka.n

~Unit kerja ini dapat berupa satu lelSl/ sub divisi/ baglan tersendiri,

'~ dibentuk tim/ kom_lte yang terdiri dari berbagai fungsi di organisasi, atau

R — dapat d]lakukan oleh 1 (satu) orang pegawai yang ditunjuk jika ukuran

i ~ aspek biaya dan manfaat dan perlu ditetapkan oleh pimpinan -organisasi.

-~~~ Syarat utama dari unit kerja ini adalah memili}{i akses langsung ke

- 77 badan usaha mﬂﬂ; Daerah, dan dewan pengawas badan layanan umum

~ _ Daerah agar dalam pelaksanaan tugasnya dapat independen dan memiliki

kewenangan leblh tinggi untuk mengoordinasikan 1mp1ementas1 FCP dengan

- — _  unitkegalain.” - - ] - -

~ 3. _Standar Perilaku dan 5isipﬁn- B -
P Stan&ai;péﬂgku dan" disiplin menguraikan mengenai apa yang boleh dan
_ __  _ tidak boleh dilakukan oleh pegawai, tindakan yang legal dan Ai‘lega;l, serta

—  suatu orgafljsasi masih kecil. Pembentukan struktur ini mempertimbangkan _

A “pimpinan _kementerian/lembaga/Pemerintah Daerah,” dewan " pengawas _
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- - sanks1 yang akan dzbenkan jika pegawai melanggar standar perﬂaku dan h
- ~ d1s1p1m . ] — - -
Standar ini merupakan ﬂ penjabaran nilai-nilai etik- dan _budaya anti
_M Iieguraﬁgan 3;ang menjadi fondasi dalam pembangunan s_isten; pencegahan V
dan pehdeteiisian Kecurangan pa@a organisasi. Selain itu, standar perilaku
- dan disiplin yang ditetapkan oleh organisasi harus selaras denéé.n visi, fnisi,

— - tujuan, dan sasaran strategis organisasi -

T Tu_]uan pengembangan standar perllaku anti Kecurangan- antara lain:
_ T as menetapkan standar penlaku bagl seluruh anggota orgamsas1 dalam
— " melaksanakan tugas sehan—han -7
_ b. memberikan\,arahan dan petunjuk mengenai p;:rﬂaku yang sesuai
- i dengan standar perilaku dan djsiplin di organisasi; dan
) ) ¢. mendefinisikan kriteria yang jelas mengenai apa yang akan dilakukan
i oleh organisasi ketika terjadi pelanggaran etika/disiplin.

4.~ Penilaian Risiko Kecurangan N . - ~

Penilaian Risiko Kecurangan atau Fraud Risk Assessmen yang selanjutnya
~ disebut FRA, merupakan proses_ proakif yang b~ertujﬁan— “untuk
AA meng1dent1ﬁka31 dan mengatasi kerentanan organisasi atas Kecurangan

- _ yang dllakukan 1 pihak internal ataupun pihak eksternal. Sebagai salah satu

atnbut ‘FCP, FRA merupakan bagian dari manajemen Risiko Kecurangan

- ,yang sangat penting dan krusial. Keberadaan atribut ini menunjukkan 7
- teridentifikasinya akglmtas ~atas proses bisnis yang rentan terhadap
tteadinya— Kecurangan dan membantu mengidentifikasi apa, dimana,
kapan, nien;apa dan bagaimana ~i{ecrlw;lrangan terjadi. FRA menghasilkan

daftar dan peta Risiko Kecurangan yang -dapat menjadi dasar untuk
merencan;kan mitigasi risiko secara terukur dan komprehensif. FRA juga

- menjadi alat analisis dan evaluasi kelemahan Pengendalian Kecurangan

~ _sehingga dapat ditemukan solusi atas Kecurangan yang masih terjadi.

—

5. Manajemen Sumber Daya Manusia

. Manajemen Sum’ber" Daya Manusia (SDM) adafah serangkaian proses
-  perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan_pengawasan kegiatan
pengadaan, pengembangan, pemberian kompensam, pengintegrasian,
pemeliharaan dan pelepasan S:DM agar tercapai tujuan individu, tujuan
— organisasi dan tujuan pembangun;n nasional. Dalam konteks Péngendalian
. Igéc_uranganr manajemen SDM mefupakan “upaya yang dilakukan oleh
- mén}::tjemen untuk menciptaka;l suatu komunitas dalam orggnisasi ya;:;g
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imun terhadap- Kecurangan Beberapa aspek utama manajemen_SDM

_ sebagai atribut FCP adalah‘ - - - -

a. _ due diligence pada proses rekrutmen dan-promosi pegawai. Kegiatan ini

- dapat dilakukan melalui wawancara dan background check terkait
_dengan keterlibatan pegawai pada kasus Kecurangan, akurasi
- kualifikasi pegawai atau adanya relasi/kerabat deﬁgegn instansi
- pemerintah atau lembaga lain yang mungkin menimbulkan benturan
kepentingan; -
. b. klausul-klausul kebijakan anti Kecurangan pada kqntraic kerja; dan
€. larangan untuk melakukan retaliasi atau ‘ diskriminasi, atau
- memberikan sanksi kepada{zéhi’s}lgb’l(;wer yang beritikad baik.

Mal}atjen}en Pihak Ketiga - - -

Dalam menjalankan kegiatannya, —orgarﬁsaéi ﬁerhubungan dengan individu,

organwisasi dan entitas lain baik hubungan yang bersifat kontraktual

- - maupun non kontraktual. Hal ini menjadikan Risiko Kecurangan tidak

- hanya berasal dari internal oréaﬁéési namun juga dari pihak eksternal.
Organisasi mungkin mempu"flyai hubungan dengan agen, terlibat dalam
suatu kerja sama operasi (joint venture), konsorsmm memperkerjakan
konsuItan kontraktor/s subkon'fraktor pemasok  barang, penyedia

Jasallayanan,. distributor, dan bertransaksi dengan konsumen dan

.~ _pengguna layanan pubhk serta- berinteraksi dengan pollitically exposed

person dan masyarakat secara umum. ) -
Organisasi perlu menilai Risiko Kecurangan yang-bersumber dari éihalk
ketiga tersebut den;gan mempertimbangkan perannya bagi organisasi, akses -
t‘érhadap‘- data dan sumber daya organisasi dan tingkat tanggung jawa{b
orgamsa81 apabﬂa plhak ketlga melakukan Kecurangan Dalam rangka -~
i memltlga81 Risiko Kecurangan tersebut; terdapat beberapa aspek utama
- ;mana_]emen pihak lgetlga sebagai atribut FCP yaitu: ~
- -a. Sebelum berhubungan deng;n pihak luar, organisasi pe1:1u melakukan
uji tuntas due dilbéénce éesuai dengan Risiko Kecurangan yang
- - terkandung dalam huburiéan ‘d—éng'an pihak ketiga tersebut. Due
- dilligence bertujuan untuk meyakinkan bahwa mitra (baik individu.
maupun .organisa;si) yang akan berhubungan dan bekerja sama dengan
organisasi adalé.h pihak yang memiliki komitmen anti Kecurangan, —
_ serta kredibilitas, dan rekam jejak yang baik. Dengan melakukan uji _

tuntas, organisasi dapat mengidentifikasi Risiko Kecurangan yang

dapat berdampak negatif dalam hubungan kerja sama dengan mitra. =
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7. -~ Sistem Whistleblowing dan Pei'ﬁndungan Pelapor

- . -16- - -

é&ateg_@ komunikasi yang sesuai kepada pihak ketiga dalam rangka

. menginformasikan _kepada - pihak _ketiga mengenai nilai-nilai anti

Kecurangan yang dlmﬂlkl organisasi, praktik yang lazim, serta hak dan_
kewajiban layanan orgamsas1

Pelatihan yang diperlukan untuk mengomunikasikan kepada pihak
ketiga mengenai standar é;n prosedur anti Kecurangan, i:errile_gs;lk
penggunaan saluran whistleblowing. -

Klausul anti Kecurangan dalam_kontrak, antara lain mensyaratkan
komitmen pihak ketiga untuk mencegah penyuapan dan Eéhtuk
~ Kecurangan Iamnya yang dﬂakukan oleh, atas nama, atau untuk _
keuntungan plhak ketlga tersebut dan hak untuk- memutuskan
hubungan dengan plhak ketiga jika terdapat penyuapan yang
“dilakukan oleh atas nama, atau untuk keuntungan plhak ketlga yang
terkait dengan transaks1 proyek aktivitas, atau hubungan dengan

orgamsas.1 - - ——— -

‘Salah satu faktor penyebab pengendalian intern tidak sepenuhnya efektif

adalah kemungkinan adanya Kolusi dan pengabaian. Adanya whistleblowing

- system (WBS) dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan tersebut yaitu

- Eiengafn mendorong peran aktif pegawai dan pihak eksternal organisasi

untuk menyampaikan informasi mengenai 'dugaan Kecurangan Untuk

dapat efektif, WBS perlu dilengkapi dengan perhndungan bagi - pelapor

vv(whtstleblowe/r}. ‘Perlindungan bagi pelapor adalah jaminan perlindiungan

~yang diberikan oleh organisasi kepada ~In)elapor dari kemungkinan retaliasi

dalam bentukqpemecatan, penurunan pangkat,—mutasi yang tidak adil -

maupun sanksi sosial. Perlindungan tersebut memberikan rasa aman-

_ kepada pelapor sehmgga. dapat inemberﬂgan motivasi kepada semua pihak

- untuk melaporkan kejadian atau indikasi Kecurangan. —_

Untuk dalgé't efektif, WBS memerlukan kepédulian ‘anggota organisasi,

- mitra, dan masyarakat Kei:lganya berperan untuk melaporkan kejadlan

Kecurangan, sedangkan organisasi mermiliki tanggung Jawab untuk

a.

_ b.

- G.f

memberikan edukasi mengenai pentingnya kepedulian organigafsi,
mitra, dan masyarakat; )
= mengambil tindakan jika menerima laporan ~ -

menjaga kerahasiaan pihak-pihak yang terkait;

B ' d. menyalurkan informasi kepada pejabat yang relevan; .

€.

- organisasi; dan ‘ -

mengungkapkan kepada instansi yang berwer;a}lg sesuai kebijak@}i
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f. membenkan umpan bahk (feedback) kepada pemberi informasi untuk
N - menun_]ukkan bahwa mformaSI yang dlsampalkan d1tangan1 dengan

- - sungguh—sungguh dan d1t1ndak1an_]ut1 .

-~ ~= ".8. Deteksi Proaktif -

-~ komitmen organisasi” untuk secara proaktif R mencari kemungkinan-

- - _  terjadinya sebuah Kecurahgaﬁ déripa&’a menunggu Kecurangan itu- terjadi-

—— - kemungkinan tertangkap saat melakukan perbuatan sering kah membuat
Hpelaku Kecurangan enggan untuk melakukan perbuatannya. Organ1sas1

"~ dapat membangun sistem deteksi dini sesuai dengan ukuran organisasi dan

- risiko yang »;iihadagi. Organisasi kec‘il"_dAapat menggunakan sistem deteksi

: dihi' manual. Sedangkan untuk grge:msasi besar. perlu menggunakan

__ bantuan teknologi untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam

- ‘mendeteksi Kecurangan. - - .

=~ 9. Investigasi

- Kecurangan yang terdeteksi ditangani dan diinvestigasi secara—sistematis

dan profesmnal Investlgas1 adalah prosedur internal organisasi dalam )

- T pengumpulan dan analisis data dan informasi untuk mengetahu1 atau

—_— - — -

- i mtimbuktlkan suatu dugaan kejadian Kecurangan. Organisasi dapat
memilih-untuk melakukan investigasi mandiri apabila memiliki sumber

_ _ daya yang-cukup dan kompeten, atau meneruskan kepada organisasi lain

- - yang lebih kompeten, atau b’éi(érja sama dengéin organisasi lain. -

10 Tlndaka.n Korektif. , -
~  Tindakan Korektlf merupaka.n proses - 1dent1ﬁkas1 dan- ehmma31 akar
_ masalah sehmgga masalah- tersebut tidak terulang kembali. Dalam konteks

. disiplin, pelaporan kepada instansi _yang beﬁvenang asset recovery, atau

- reframzng budaya organisasi menjadi budaya anti Kecurangan agar upaya
- deterenSI dapat beljalan 1eb1h ‘efektif. - - - — -

- TuJuan dan manfaat dari nndakan korektif bagi orgamsaSI adalah agar_.

terdapat kepastlan hukum dalam penanganan Kecurangan Organ1sas1

B perlu memilik kmterla yang _}elas mengenai tindakan pelanggaran sepertl apa

- -~ yang akan d1t1ndak melalui tlndakan tertentu, serta bagalmana upaya

memmga31 agar perbuatan tersebut tldak dititu oleh pegawai lain, dan

-~ Deteksi dini yang efektif memerlukan desain kebijakan yang mencerminkan -

dan kemudian berdampak semakin membesar. Selain 1tu pemngkatan -

(5rgahisasi memerlukan prosedur investigasi yang menjamin bahwa

- Pengendalian Kecurangan, orga—x;lisasi ‘dapat memilih tindakan hukuman-
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bagaimana menciptakan lingkungan organisasi yang imun terhadap

perilaku Kecurangan.

WALI KOTA BALIKPAPAN,
Ttd.
( RAHMAD MAS’UD
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